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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT RE-

Menimbang

PUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa Negara Kesatuan Republik

Indonesia memiliki sumber daya
nasional yang harus dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat;

. bahwa pembangunan daerah sebagai

bagian integral dari pembangunan
nasional  dilaksanakan  melalui
otonomi daerah; pengaturan sumber
daya nasional yang berkeadilan;
serta perimbangan keuangan pusat
dan daerah;

. bahwa penyelenggaraan otonomi

daerah, pengaturan, pembagian
dan pemanfaatan sumber daya
nasional ~ serta  perimbangan
keuangan antara pusat dan daerah
belum dilaksanakan secara
proporsional sesuai dengan prinsip-
prinsip demokrasi, keadilan dan
pemerataan;
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Mengingat

d. bahwa berhubung dengan

o L.

itu  perlu Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia tentang Penyelenggaraan
Otonomi  Daerah; Pengaturan,
Pembagian, dan Pemanfaatan
Sumber Daya Nasional yang
Berkeadilan; serta Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah
Dalam Kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, Pasal 18,
Pasal 23, dan Pasal 33 Undang
Undang Dasar 1945;

. Ketetapan  Majelis  Permusya-

waratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor  I/MPR/1983  tentang
Peraturan Tata Tertib Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia  sebagaimana  telah
beberapa kali diubah dan ditambah
terakhir dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor /MPR/1998.
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Memperhatikan: 1.Keputusan  Pimpinan  Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 10/PIMP./1998
tentang Penyelenggaraan Sidang
Istiwewa Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia;

. Permusyawaratan dalam Sidang
Istimewa Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia tanggal
10 sampai dengan 13 November
1998 yang membahas Rancangan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik  Indonesia
tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah; Pengaturan, Pembagian,
dan Pemanfaatan Sumber Daya
Nasional yang Berkeadilan; serta
Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah Dalam Kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang
dipersiapkan oleh Badan Pekerja
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia;

. Putusan Rapat Paripurna ke-4
tanggal 13 November 1998 Sidang
Istimewa Majelis Permusyawaratan
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Rakyat Republik Indonesia tanggal
10 sampai dengan 13 November
1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETETAPAN MAIJELIS PER-
MUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TEN-
TANG PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH; PENGA-
TURAN, PEMBAGIAN, DAN
PEMANFAATAN SUMBER
DAYA  NASIONAL YANG
BERKEADILAN; SERTA PER-
IMBANGAN KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH
DALAM KERANGKANEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDO-
NESIA.

Pasal 1

Penyelenggaraan otonomi daerah  dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan
bertanggungjawab di daerah secara proporsional
diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan
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pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan,
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan
dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan
keanekaragaman daerah.

Pasal 3

(1) Pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan
sumber daya nasional antara pusat dan daerah
dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran
masyarakat daerah dan bangsa secara
keseluruhan.

(2) Pengelolaan sumber daya alam dilakukan
secara efektif dan efisien, bertanggungjawab,
transparan, terbuka, dan dilaksanakan dengan
memberikan kesempatan yang luas kepada
usaha kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 4

Perimbangan keuangan pusat dan daerah
dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah,
luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan
tingkat pendapatan masyarakat di daerah.
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Pasal 5

Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber
daya nasional dan bertanggungjawab memelihara
kelestarian lingkungan.

Pasal 6

Penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan,
pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional
yang Dberkeadilan; dan perimbangan keuangan
pusat dan daerah dalam kerangka mempertahankan
dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik
Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan
dan berkesinambungan yang diperkuat dengan
pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam
Ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan Undang-
undang.

Pasal 8

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 1998

MAIJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA
Ketua,
A olio ~
H. Harmoko
akil Ketua, Wakil Ketua,
Hari Sabarne;-§-#PJ.B.A., MM dr. Abdul Gafur
Wakil Ketya, Wakil Ketua,
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H. Ismail Metareum, S.H. Hj. Faﬁn%md, SH.
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Poedjono yoto
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